
 
 

 
 

 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI 

 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 
NOMOR  : 18  /Kep.Bup/KS/2023 

 
TENTANG  

 
TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI  

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2023 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama 
Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah 

dengan Pihak Ketiga dan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam 

Negeri Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat perlu membentuk Tim Pelaksana 
Kegiatan dimaksud; 

 
 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Kerja 

Sama Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah 

Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  



2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah 

diubah dengan  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3969); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran    Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran    Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6219); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

371); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Tahun 2016 Nomor 
6) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat  Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2021 Nomor 5); 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);  

 
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 
Nomor 38); 

 

Memperhatikan  : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023. 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : 

KESATU    : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama 
Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia 
sebagai berikut : 

 



a. Pengarah : Bupati Tanjung Jabung Barat 
b. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Tanjung Jabung 

Barat 
c. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab 

Barat 
d. Wakil Ketua  : Asisten Pemerintahan dan 

Kesra Setda Kab. Tanjab Barat 
e. Sekretaris : Kepala Bagian Kerja Sama 

Setda Kab. Tanjab Barat 

f. Anggota : 1. Rini Leoni Fransisca, SH, 
MH (Analis Kebijakan Ahli 

Muda Setda Kab. Tanjab 
Barat) 

2. Dwikora Sulaksono, ST 
(Analis Kebijakan Ahli 
Muda Setda Kab. Tanjab 

Barat) 
3. Junaedi, SE (Analisis 

Kebijakan Ahli Muda Setda 
Kab. Tanjab Barat) 

4. Agus Salim, SE (Pelaksana 
Penyusun Kerja Sama 
Teknik Luar Negeri Bagian 

Kerjasama Setda Kab. 
Tanjab Barat) 

5. Holidi, S.Kom.I (Pelaksana 
Analis Kerja Sama Industri 

Pos Bagian Kerja Sama 
Setda Kab. Tanjab Barat) 

g. Petugas/Tenaga : Noverianti, S.AP  

 Operator  (TKK Bagian Kerja Sama Setda 
Kab. Tanjab Barat) 

NIK. 1506026511870003 
h. Staf Administrasi  : 1.  Dedi Setiawan, S.Pd (THL 

Bagian Kerjasama Setda  
Kab. Tanjab Barat) 
NIK. 1506021009910010 

2. Indah Nurjannah (THL 
Bagian Kerjasama Setda 

Kab. Tanjab Barat). 
NIK. 1506024710000004 

 
KEDUA  :  Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melakukan sinkronisasi Program Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

untuk disandingkan dengan Kerja Sama Daerah dengan 
Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak 

Ketiga (KSDPK); 
b. melakukan sinkronisasi Program Recana Strategis 

(RENSTRA) untuk disandingkan dengan KSDD dan 

KSDPK; 
c. melakukan sinkronisasi Program Recana Kerja (RENJA) 

untuk disandingkan dengan KSDD dan KSDPK; 
d. menyusun Prioritas Utama Objek yang akan di 

Kerjasamakan;   



e. melakukan inventarisasi Daerah atau Pihak Ketiga yang 
akan dikerjasamakan; 

f. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk 
melakukan Kerja Sama Wajib atau Kerja Sama dengan 

Pihak Ketiga; 
g. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama 

Daerah; 
h. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK; 
i. membantu mempersiapkan bahan dan dokumen 

penjajakan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja 
Sama serta mendampingi dalam pelaksanaan koordinsi 

baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi/Pusat; 
j. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan 

Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah; 

k. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan 

pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian 
permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang 

timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

l. menyusun prioritas objek yang akan di kerjasamakan; 
m. menyiapkan format kerangka acuan/proposal objek 

kerja sama daerah; 

n. menyiapkan format proposal dan studi kelayakan; 
o. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan 

rancangan perjanjian kerja sama; 
p. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, 

Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD dan KSDPK 
lainnya dan/atau Nota Kesepakatan; 

q. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk 

menandatangani Kesepakatan Bersama. PKS, Kontrak 
Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota 

Kesepahaman Sinergi; dan 
r. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap 

rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani 
masyarakat dan daerah. 

KETIGA   : Petugas/Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU mempunyai tugas : 

a. memelihara kelancaran operasional komputer dan 
jaringannya; 

b. mengupayakan kelancaran pelaksanaan kegiatan 
updating baik perangkat keras dan perangkat lunak 
pada Bagian Kerja Sama; 

c. mempersiapkan bahan dan dokumen penjajakan atau 
rencana Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja 

Sama serta mendampingi dalam pelaksanaan koordinsi 
baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi/Pusat; 

d. mempersiapkan bahan dan dokumen rapat Kesepakatan 
Bersama dan Perjanjian Kerja Sama oleh tim TKKSD;  

e. mengetik prioritas objek yang akan di kerjasamakan; 

f. mengetik format kerangka acuan /proposal objek kerja 
sama daerah; 

g. mengetik format proposal dan studi kelayakan; 
h. mengetik materi kesepakatan bersama dan rancangan 

perjanjian kerja sama; 



i. mengetik dan mempersiapkan bahan paparan dalam 
bentuk expose;  

j. merekap seluruh kesepakatan bersama dan perjanjian 
kerja sama;  

k. mengetik dan mencetak surat, berita acara perjanjian 
kerjasama dan dokumen lainnya yang diberikan oleh 

atasan; dan 
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah 

atasan. 

 
KEEMPAT  :  Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU mempunyai tugas : 
a. mengagendakan surat masuk dan surat keluar; 

b. menyortir, mendistribusikan dan mengarsipkan surat 
yang telah didisposisikan kepala bagian; 

c. mencatat surat masuk, surat keluar dan mencatat 

disposisi kepala bagian kedalam buku agenda; 
d. memelihara dan menjaga arsip surat/dokumen; 

e. mencatat agenda kegiatan kepala bagian; 
f. membantu bendahara menyusun dokumen pertanggung 

jawaban kegiatan; dan 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah 

atasan. 

 
KELIMA  : Kepada Petugas/ Tenaga Operator  dan Staf Administrasi 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan 
Honorarium selama 12 (dua belas) bulan, yang setiap 

bulannya sebesar sebagai berikut :  
 

a. Petugas/Tenaga Operator :  Rp. 2.000.000,- 

b. Staf Administrasi  :  Rp.    500.000,- 
 

KEENAM  : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Bupati 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 
2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kerja Sama Sekretariat 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kegiatan 
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan kode rekening 

4.01.02.2.04.01.5.1.02.02.01 (Belanja Jasa Kantor). 
 

KETUJUH :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
sampai  dengan 31  Desember 2023.   

 

 
Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal, 24 Januari 2023 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 
 

 
 

ANWAR SADAT 
  


